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Menimbang 

Mengingat 

BUPATI TEMANGGUNG 

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 
NOMOR33TAHUN 2010 

TENTANG 

PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA 
UNTUK PENANGANAN BEN CANA BANJIR 

DI WILAYAH KECAMATAN BEJEN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATITEMANGGUN~ 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 
24 Tahun 2010 tentang Penetapan Keadaan Darurat Akibat 
Bencana Alam Adanya Musibah Bencana Banjir di Wilayah 
Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung, maka perlu 
penanganan secepatnya; 

b. bahwa keadaan darurat yang timbul akibat bencana alam, 
bencana sosial, dan bencana lainnya, pembiayaannya dapat 
dibebankan pada anggaran Belanja Tidak Terduga; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Temanggung tentang Penggunaan Belanja Tidak 
Terduga untuk Penanganan Bencana Banjir di Wilayah 
Kecamatan Bejen; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 

14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomr 95 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 

15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang­
Undangan; 

./ 
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 
2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2010 Nomor 1); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010; 

20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2009 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 59); 

21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 1); 

22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Penetapan Keadaan Darurat Akibat Bencana Alam Adanya 
Musibah Bencana Banjir di Wilayah Kecamatan Bejen 
Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2010 Nomor 24); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN BELANJA 
TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN BENCANA BANJIR DI 
WILAYAH KECAMATAN BEJEN. 

Pasal 1 

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan bencana banjir di wilayah . 

Kecamatan Bejen adalah sebesar Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta 

rupiah) yang dipergunakan untuk 4 (empat) kegiatan yaitu: 

1. Bantuan pipa pralon 0 3' sepanjang 1.000 m untuk Desa Selosabrang dan Desa 

Bejen sebesar Rp 50.000.000,00; 

2. Pembangunan broncaptering baru di Desa Selosabrang sebesar 

Rp 25.000.000,00; 

3. Pembuatan jembatan baru di Desa Banjarsari sebesar Rp 150.000.000,00; 

4. Bantuan pipa pralon di Desa Tanjungsari sebesar Rp 5.000.000,00. 
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Pasal 2 

(1) Pelaksana dan penanggung jawab penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk 

penanganan bencana banjir di wilayah Kecamatan Bejen sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

Temanggung dan selanjutnya bertindak selaku Pejabat Pengguna Anggaran . 

(2) Pelaksana dan penanggung jawab penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk 

penanganan bencana banjir di wilayah Kecamatan Bejen sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati 

Temanggung. 

Pasal 3 

Pelaksana dan penanggung jawab penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk 

penanganan bencana banjir di wilayah Kecamatan Bejen sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, wajib memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 4 

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung 

Tahun Anggaran 2010. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung. 

Diundangkan di Temanggung 
pada tanggal April 2010 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG, 

BAMBANG AROCHMAN 

Ditetapkan di Temanggung 
pada tanggal 11 April 2010 

BUPATIT 

HASYI AFAND✓ 

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2010 NOMOR 
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BAB VI 

PENUTUP 

1. Penyelenggaraan penyuluhan yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya 

Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 

dengan peraturan Bupati ini. 

2. Penyelenggaraan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) tersebut 

diatas, wajib disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan 

Peraturan Bupati ini. 

3. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan, 

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. 

Ditetapkan di Temanggung 

pada tanggal .. f .. J.Y:t:·-!.I. .. f.~9. ... 


